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BUPATI SIKKA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA 

NOMOR 9 TAHUN  2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIKKA,  

 

Menimbang : a. bahwa hakikat pelayanan pengurusan dan penerbitan 

dokumen kependudukan merupakan kewajiban 

pemerintah sebagai pelaksana tugas negara dalam 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

administrasi setiap warga negara; 

b. bahwa pengenaan biaya atas pelayanan pengurusan dan 

penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak 

sesuai lagi dengan  Pasal 79A Undang–Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 



Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 | 2 

 

 

Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24        

Tahun 2013 tentang  Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5475); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA 

dan  

BUPATI SIKKA 

 
MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 

2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 

Nomor 62) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketetuan Pasal 1 angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka. 

2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka. 

3. Bupati adalah  Bupati Sikka. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka. 
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

12. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah 

kepada orang pribadi atau badan meliputi pelayanan kesehatan, 

persampahan/kebersihan, pergantian biaya cetak kartu tanda 

penduduk dan akte catatan sipil, pelayanan parkir di tepi jalan 
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umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penyediaan atau 

penyedotan kakus dan pengendalian menara telekomunikasi. 

13. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk 

rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah 

Daerah dengan dipungut biaya. 

14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran 

atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang Pribadi atau Badan. 

15. Dihapus. 

16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran 

atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah.  

17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas 

penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di 

kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran 

atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-

alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh 

orang pribadi atau badan. 

19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas 

pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan 

Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.  

20. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Retribusi 

sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan 

kakus, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta. 

21. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran 

atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara 
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telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, 

dan kepentingan umum. 

22. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

mengunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

23. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. 

24. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.  

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 

jumlah pokok retribusi yang terutang. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah 

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terhutang.  

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
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rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 

daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 

retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya. 

 

2. Ketetuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 2 
 

(1)  Jenis retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini, terdiri atas: 

a. retribusi pelayanan kesehatan; 

b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

c. dihapus; 

d. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum; 

e. retribusi pelayanan pasar; 

f. retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

g. retribusi penggantian biaya cetak peta;dan 

h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan 

sebagai Retribusi Jasa Umum. 

  

3. Ketentuan BAB V  dihapus. 

4. Ketetuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 35 
 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan 

dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian 

atas pelayanan. 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. 

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya 

pencetakan dan pengadministrasian. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Sikka.  

 
Ditetapkan di Maumere 

pada tanggal 30 September 2014 
 

BUPATI SIKKA, 
CAP. TTD 

YOSEPH ANSAR RERA 

Diundangkan di Maumere 

pada tanggal 30 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, 

CAP. TTD 
 VALENTINUS SILI TUPEN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 9 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI 

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 006 TAHUN 2014 
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  

NOMOR 9 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, 

ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. 

Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan bagi 

Daerah untuk mengenakan pungutan dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan berupa 

penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan 

salah satu jenis retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Administrasi 

Kependudukan sebagai suatu sistem sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bertujuan memberikan 

pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan memberikan 

perlindungan berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan 

tanpa ada perlakuan yang diskriminatif dalam pelayanan publik oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan yang mana pada Pasal 79A 

mengatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan 

tidak dipungut biaya. Hadirnya Undang-Undang ini bertujuan semakin 
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meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan agar sejalan 

dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang 

profesional, memenuhi standar teknologi Informasi, dinamis, tertib, dan 

tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal 

menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi 

permasalahan kependudukan. 

Oleh karena itu agar tidak terjadi pungutan yang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum perlu segera diubah yaitu dengan 

menghapus ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penggantian 

biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Untuk itu 

maka sangat penting dan segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten 

Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum agar menjadi 

dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

       

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

     Cukup Jelas 

Pasal II 

     Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAEARAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 78 


